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ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang PHK secara sepihak oleh pengusaha terhadap 22
orang pekerjanya dengan tidak mengindahkan kefentuan perundangundangan yang
mengatur mengenai tata cara PHK. Akibatnya, para pekerja tersebut mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan dalil ‘pengusaha telah melakukan
perbuatan melanggar hukum’. Menanggapi gugatan ini, Pengadilan Negeri
menyatakan bahwa yang berwenang adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan (P4), karena perkara ini adalah perselisihan perburuhan. Putusan ini
diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Di tingkat kasasi temyata Mahkamah Agung
memutuskan bahwa perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum dan bukanlah
perselisihan perburuhan, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah
peradilan umum dan bukan P4. Dengan menganalisis permasalahan ini menurut
peraturan perundangundangan yang berlaku, memang benar bahwa kasus ini adalah
perbuatan melanggar hukum akibat PHK yang dilakukan secara bertentangan dengan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata cara PHK.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah di sekitar hubungan pekerja dan pengusaha merupakan masalah yang
kompleks. Im terbukti dan beragamnya alasan yang menjadi sebab timbulnya
perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Mulai dari upah yang tidak sesuai dengan
tuntutan pekerja, tidak adanya jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja, sampai kepada masalah pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang
kerap kali dilakukan oleh pengusaha secara sepihak.

Tidak dapat diingkari bahwa dalam kenyataan sehari-han, pekerja memiliki
posisi yang lebih lemah dari pengusaha, bahkan cenderung lebih rendah. Pengusaha
kerap kali memandang pekerja hanya sebagai faktor produks: yang milainya sama
dengan faktor-faktor produksi lainnya. Akibatnya, pekerja dieksploitasi sedemikian
rupa tanpa memperhatikan bahwa berbeda dengan faktor-faktor produksi yang
lainnya, pekerja adalah manusia yang memiliki derajat yang sama dengan pengusaha
dan karenanya berhak atas imbalan dan perlakuan yang layak dan manusiawi .

Walaupun dalam pola Hubungan Industrial Pancasila diakui bahwa hubungan
antara pengusaha dan pekerja bersifat sub ordinasi, tetapr Hubungan Industnal
Pancasila tetap menyatakan bahwa pengusaha dan pekerja adalah sederajal dan
merupakan mitra dalam perolehan keuntungan perusahaan, dalam usaha produksi dan
dalam tanggung jawab untuk memajukan perusahaan.

Hubungan Industrial Pancasila yang diidam-idamkan perwujudannya -
terutama oleh pihak pekerja- pada prakteknya ternyata sukar untuk dilaksanakan.
Pihak pengusaha masih tetap kurang memperhatikan kepentingan pekerjanya.
Akibatnya, pekerja yang telah lebih faham akan hak-haknya sering melakukan
demonstrasi dan mogok kerja demi menuntut perbaikan nasib mereka. Adakalanya
pihak pengusaha kemudian menyetujui tuntutan mereka, tetapi kerap kali terjadi
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bahwa upaya pekerja untuk memperjuangkan apa yang sebenamya adalah hak-hak
mereka ternyata oleh pengusaha ‘ditanggapi’ dengan melakukan pemufusan hubungan
kerja bagi mereka yang menuntut ‘macam-macam’. Padahal pemutusan hubungan
kerja yang dilakukan oleh pengusaha fersebut, belum tenfu sesuai dengan ketentuan
perundangundangan

Demikian pula yang terjadi dalam kasus yang dibahas oleh Penulis. Direktur
Utama PT. Sido Bangun di Malang, telah melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap 22 orang pekerja yang tanpa izin mendirikan Unit Kerja SPSI di PT.
Side Bangun. Pmnuhmanhnblmgmkerjahﬁdﬂakukantmpaalasanyangsahdan
menyalabi prosedur pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dalam peraturan
perundangundangan yang berlaku. Akibatnya para pekerja yang dikenai pemutusan
hubungan kerja mengajukan gugatan terhadap PT. Sido Bangun kepada Pengadilan
Negeri Malang dengan dasar bahwa PT, Sido Bangun telah melakukan perbuatan
melanggar hukum.

Tanyampmgadihnﬁngkatpumﬂdankedmmmymnﬁdnkmnﬂiki
kewmmganum&nmgadiﬁgugamntemebutmamymgdikunuhkm,bnhwa
pemutusan hubungan kerja adalnhmm-upakanpemehslhanmdusmalsehmggayang
berwenang untuk menyelesaikannya adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan .Tetapidalamﬁngkathsaai,MahkamahAgmgtemyatamenyatakan
bahwapancﬁlanummnlahyangmmﬂildkewemnganlmtukmengadiﬁgugatnn
tetsebutdanketmxdianmmmmngkanpihakpenggugat

Perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri
Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya ini membuat Penulis ingin membahas
masalahini.Pm\ﬂisba'maksudmmgemhuLpnndmganmamknhyangbmmrdan
swuaidenganketmtuanperahmpe!mdangmdmgmyangberlakudmyang
sqnmmyndiamﬁapabilakalnktmjadihgikam-kamsynng sejenis dengan kasus
yang dibahas Penulis saat ini.
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1.2 Rumusan masalah
Pada bagian akhir dari latar belakang tfelah diberikan gambaran singkat
tentang masalah yang hendak dianalisis oleh Penulis. Adapun masalah tersebut
diramuskan sebagai berikut :
1-Pemutusan hubungan kerja yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai
perbuatan melanggar hukum dan apakah akibatnya?
2. Bagaimanakah perbedaan pertimbangan antara Mahkamah Agung dengan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui pemutusan hubungan kerja yang bagaimanakah yang dapat
disebut sebagai perbuatan melanggar hukum dan apakah akibatnya.
2. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negenn dan
Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung.

1.4 Metodologi

Secara ilmiah, sehubungan dengan metfodologi, Penulis melakukan beberapa
hal, yaitu :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut,
digunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu
bukum, yang secara deduktif dimulai dari mengamati perundangundangan yang
mengatur mengenai masalah yang dibahas dan kemudian dihubungkan dengan
masalah tersebut(Soemitro, 1990:97). Dalam hal ini, perundangundangan yang
diamati adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365,
Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di
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Perusahaan Swasta; Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum, khususnya Pasal 50. Dari pengamatan terhadap perundangundangan tersebut,
khmmnyatﬂhadappmhmpamdmgundangmymsmwmgmw
+ perburuhan secard ‘umiin, dicoba uituk meniocahkan permasalahan yang sedang
dibahas, yang bersifat lebih khusus dengan menggunakan peraturan
perundangundangan yang berkaitan sebagai dasamya dan dengan cama menelaah
apakah keputusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku atau tidak.

1.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data
yang diperoleh dengan membaca bahan-bahan pustaka yang antara lain berupa
dokumen hukum, yaitu keputusan Pengadilan Negeri Malang No. 206/Pdt.G/1990/PN
Malang dan Keputusan Mahkamah Agung No. 1473k/Pd/1991 ; peraturan
perundangundangan yang mengatur mengenai masalah yang dibahas dan buku-buku
yang memuat mengenai masalah tenaga kerja.

1.4.3 Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan dengan metode pengumpulan data,
diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu svatu cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan cara memberikan
gambaran yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya tentang keadaan yang
dibahas, untuk kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku dan teori-teori
yang ada, sehingga dapat diberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut

Para Penggugat, semula adalah pekerja pada PT. Sido Bangun (selanjutnya ditulis PT. SB)
yang beralamat di Jalan Ketindan Nomor 2, Lawang, Malang. Adapun PT. SB tidak memiliki
Unit Kerja SPSI sehingga hubungan kerja yang ada hanya diatur dalam sistem kontrak
individu. Dalam pelaksanaan hubungan kerja, ternyata PT.SB melakukan pelanggaran
terhadap hak-hak buruh, antara lain :

1.

Peraturan perusahaan yang ada ternyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No. 02/MEN/1978 dan ini merugikan para pekerja. Contohnya : pengenaan sanksi
berupa denda yang bersifat sepihak dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang berada di
luar kesalahan dan kemampuan buruh;

. Tidak adanya keterbukaan sistem pengupahan dan terfutupnya rincian upah yang diterima

buruh, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 08/MEN/1981;

. Pelanggaran jam kerja, di mana pengusaha mempekerjakan pekerjanya selama 7,45 jam

per hari atau 46,30 jam per minggu;
Pengusaha mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, yaitu Pukul 22.00 sampai
Pukul 06.00 WIB tanpa pengadaan transportasi jemputan;

. Perusahaan tidak menyediakan pelayanan kesehatan bagi pekerja;

Perusahaan tidak memasukkan para pekerjanya menjadi anggota Asuransi Tenaga Kerja
(ASTEK),

. Perusahaan tidak memperhatikan pertanggungan bagi para pekerja dan keluarga pekerja

yang sakit, hamil dan bersalin ;
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8. Perusahaan tidak memberikan santunan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Akibat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, para pekerja
bermaksud mendirikan Unit Kerja SPSI untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ternvata
pada tahun 1981 sampai tahun 1983, di PT.SB pernah ada Unit Kerja SPSI yang kemudian
dibubarkan tahun 1983. Pembubaran ini diikuti dengan pengenaan pemutusan hubungan
kerja (PHK) secara sepihak terhadap pengurus Unit Kerja SPSI yang menuntut perbaikan
kesejahteraan buruh. Pengusaha PT.SB sendiri, yaitu Efendy Hartanto yang berkedudukan
sebagai Direktur Utama PT.SB sering mengancam akan mengenakan PHK terhadap pekerja
yang berusaha mendirikan Unit Kerja SPSL

Akhirnya, tanggal 8 Oktober 1990, sebagian dari pekerja PT.SB menghadap ke DPRD
Kabupaten Malang untuk mengadukan dan meminta pertimbangan dalam upaya perbaikan
kesejahteraan kerja dan pendirian Unit Kerja SPSI. Keesokan harinya pengaduan ini dimuat
oleh berbagai media massa di Jawa Timur lengkap dengan reaksi berbagai instansi atas kasus
tersebut. Akibat peristiwa itu, Efendy Hartanto mengeluarkan surat tertanggal 11 Oktober
1990 No. 19/X/SB-DN/SK/90 yang isinya memberitahu bahwa Kasiadi (kemudian menjadi
Penggugat 1) dikenai PHK. PHK ini dilakukan tanpa memberitahu maksud melakukan PHK
itu sebelumnya dan dilakukan tanpa perundingan dengan Kasiadi dan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Belum lagi masalah PHK terhadap Kasiadi diselesaikan, tanggal 22 Oktober 1990,
Efendy Hartanto kembali melakukan PHK terhadap 21 orang pekerja lainnya (kemudian
menjadi Penggugat I sampai XXII), juga tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa
perundingan dengan ke-21 orang fersebut dan dengan P4D. Pada tanggal yang sama, Efendy
Hartanto memasang pengumuman kepada para pekerja PT.SB yang berisi alasan pengenaan
PHK terhadap ke- 22 orang pekerja tersebut. Adapun alasan PHK tersebut adalah karena
melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib perusahaan yaitu membentuk Unit
Kerja SPSI PT.SB tanpa minta izin atau memberitahu pimpinan PT.SB.
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Tindakan melakukan PHK secara sepihak oleh PT.SB ini adalah bertentangan dengan
Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan
Swasta dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1986. Akibat dari pengenaan PHK
tersebut, ke-22 orang pekerja yang terkena PHK mengalami penderitaan lahir batin karena
kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan mereka dan keluarga. Selain itu
juga sangat merugikan harga diri dan mengundang tekanan psikis yang sangat menyiksa,
serta mencemarkan nama baik para pekerja korban PHK tersebut.

Rangkaian perbuatan PT.SB dalam melakukan PHK, yang dalam hal ini diwakili oleh Efendy
Hartanto selaku Direktur Utama, menurut para pekerja yang dikenai PHK tersebut,
merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah mencemarkan nama baik para pekerja yang
dikenai PHK fersebut. karena itu, ke-22 orang pekerja fersebut kemudian mengajukan
gugatan terhadap PT.SB kepada Pengadilan Negeri Malang. Dalam gugatannya, para
Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka yaitu vang
pesangon, uang jasa dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan
cuti dan jenis funjangan lainnya. Adapun ganti rugi yang dituntut tersebut meliputi :

1. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, berupa uvang sebesar Rp. 500.000.000,-

(Lima ratus juta rupiah);

2. Ganti rugi karena pencemaran nama baik yang bila dinilai dengan uang sebesar

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),

3. membayar kewajiban atas hak-hak para Penggugat yang meliputi :

1. Uang pesangon untuk masing-masing Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta
rupiah) atau menjadi sebesar Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah) untuk para
Penggugat,

2. Uang jasa selama masa kerja:

-. Penggugat 1, masa kerja 4 tahun sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) ;
-. Penggugat 15, masa kerja 5 tahun sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu
rupiah);
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-. Penggupat 2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, masa
kerja 1 tahun masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau
Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

3. Tunjangan-tunjangan meliputi funjangan kesehatan, tunjangan cuti dan segala
tunjangan lainnya sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;

4. Meminta maaf kepada para Penggugat atas segala kebijaksanaan yang telah dilakukan
sehingga merugikan nama baik Penggugat. Dimuat pada 4 media harian di Jawa Timur
selama 3 han berfurut-turut dengan ukuran 1/4 halaman akhir koran, selambat-
lambatnya seminggu sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tergugat juga dituntut membayar gaji para Penggugat sejak hari pemberitahuan PHK.
Karena PHK itu bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1964, maka berdasarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1986 yo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No.
08/1981 Tentang Perlindungan upah, maka gaji para Penggugat sejak hari pemberitahuan
PHK sampai sekarang harus tetap dibayarkan, yaitu selama 6 bulan penuh, yang totalnya
adalah Rp. 8.163.600,- (Delapan juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Selain itu, Tergugat dituntut membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas PHK
sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau total sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh
enam juta rupiah). Jadi keseluruhan ganti rugi befjumlah Rp. 980.663.600. (Sembilan ratus
delapan puluh juta enam ratus enam puluh tiga nbu enam ratus rupiah).

Pengadilan Negeri Malang, setelah meneliti mengenai gugatan tersebut, ternyata
memutuskan tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini. Alasannya
adalah bahwa PHK yang dilakukan oleh PT.SB terhadap ke-22 orang pekerja tersebut adalah
merupakan perselisihan perburuhan dan karenanya wewenang untuk memeriksa dan
memutus perkara tersebut ada pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Putusan
Pengadilan Negeri Malang ini dikuatkan pula oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi
Surabaya . Atas putusan Hakim Banding tersebut, para Penggugat menolak dan mengajukan
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R1.
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Mahkamah Agung sendiri kemudian menyatakan berwenang untuk mengadili perkara

tersebut dan membatalkan putusan PN Malang dan PT. Surabaya. Menurut Mahkamah
Agung tindakan PHK yang dilakukan oleh PT.SB merupakan perbuatan melanggar
hukum dan bukan merupakan perselisihan perburuhan sehingga yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Peradilan Umum.
Adapun amar putusan Mahkamah Agung dalam pokok perkara berisi :

1.
2.

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum yang
mengakibatkan pa;.ra Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil,
Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada masing-mas ing para
Penggugat;
a. Uang pesangon masing-masing mendapat sebesar Rp. 5.000.000,-
b. Uang jasa selama kerja, yang disesuaikan dengan masa kerja masing-masing :
-. Penggugat 1 masa kerja 4 tahun sebesar ................. Rp. 2.000.000,- ;
-. Penggugat 15 masa kerja 5 tahun sebesar .............. Rp. 2.500.000,-
- Pama Penggugat selebihnya (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22) masa kerja 1 tahun masing-masing sebesar ............ Rp. 500.000,- .
¢. Berbagai jenis tunjangan yang berhak mereka terima, akan tetapi hilang akibat PHK
yang dilakukan Tergugat, masing-masing Penggugat mendapat Rp. 3.000.000.,-
Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil dalam bentuk -
a. kesengsaraan akibat kehilangan pekerjaan, masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- ;
b. pemulihan nama baik, berupa pemasangan iklan di harian Jawa Pos dengan ketentuan:
- selama 7 han berturut-turut;
-. besar iklan 10 x 20 cm;
- dimuat di halaman akhir;
-. isi redaksi ... (tidak dimuat oleh Penulis. Dapat dibaca dalam lampiran)
Menolak selain dan selebihnya.
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah:

2.2.1 Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.

2.2.2 Undang-undang Ne. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di
Perusahaan Swasta

1. Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha, pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan,
pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan
organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak
menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

2. Pasal 3

(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah
memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia
Daerah) termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang
Penyelesaian Perselisiban Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 no. 42) bagi
pemutusan hubungan kerja perseorangan dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuban Pusat (Panitia Pusaf) termaksud pada pasal 12 undang-undang tersebut di
atas bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu
perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan
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10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-pemutusan hubungan
kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran.

. Pasal § !

(1) Permohonan izin pemutusan hubungén kerja beserta alasan-alasannya yang menjadi
dasarnya harus diajukéin secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah
kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja
perseorangan dan kepadﬁ' Panitia Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-

e danrsin 5 ,

(2) Permohonan izin hanya diterima olch Panitia Daeral/Panitia Pusat bila teryata bahwa
maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud
dalam pasal 2 , tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persesuaian faham.

§ o

. Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebul pada pasal 3 adalah batal demi
hukum.

. Pasal 11

Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan dan dalam hal ada’ permintaan
banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belumm memberikan keputusan, baik
pengusaha maupun buruh harus teiap memenuhi segala kewajibannya.

2.2.3 Undang-undang No." 22 Tahun 1957 Tentang  Penyelesaian’ Perselisihan
Perburuhan - '

1. Pasal 1 ayat (1) huruf (¢) © "

Perselisiban perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan ‘majikan
dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya
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persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat:kerja dan -/ atau keadaan
perburuhan. ' ' T

2. Pasal 2 ayat (1)
(1) Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan mapk.m mencari

penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundmgan.

2.2.4  Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

2.3 Kerangka Teoritik !
2.3.1 Pengertian Pekerja, Pengusaha dan Hubungan Industrial Pancasila

1. Pengertian Pekerja

Istilah pekerja sebenamnya merupakan sebutan pcnggunu bagi istilah buruh.
Penggantian fersebut dilakukan dengan alasan bahwa istilah buruh yang sebenarmnya hanyalah
istilah teknis saja, ternyata tclah menyebabkan adanya pemahaman dan keadaan yang kurang
menguntungkan bagi para pekerja. | |

Ada kata ‘buruh’ berarti ada kata ma_pl\an dan ini langsung menggambarkan adanva
hubungan yang tidak seimbang di antara kedua pihak. Pihak umpktm scolah berada di atay
oleh majikan. Penggunaan istilah buruh dan majlknn seolah menyatnkun bahwa kedua pdmk
berasal dari 2 kelas yang memiliki perbedaan kepentingan. Penggunaan kata buruh juga
mengesankan bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan otot
sehingga mereka yang bekerja pada bidang administrasi enggan disebut sebagai buruh.
Akibatnya sukar sekali memasyarakatkan Hubungan Industrial Pancasila karena penggunaan
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kata'bur;lh tersebut menghambat tumbuhnya suasana kekeluargaan, kegotongroyongan dan
- musyawarah dalam perusahaan. (Yayasan Tripartit Nasional, dalam Djumadi, 1995:16)

- Untuk mendapatkan istilah pengganti ‘burub’. tidaklah mudah, mengingat istilah
tersebut harus mampu memberi pengertian positif tentang keberﬁdaan pekerja. Untuk itu, kita
kembali kepada Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan
bahwa , “yang disebut :golongan-golongan, ialah badan-badan, seperti koperasi, serikat
pekerja dan lain-lain badankolektif«. . i ... . .

- Jelaslah bahwa Undang-undang Dasar 1945 méngglﬁmkml istilah pekerja dan bukan
‘buruh’. Sebab itu disepakati bahwa istilah buruh kemudian diganti dengan isitlah pekerja.
(Yayasan Tripartit Nasional, dalam Djumadi, 1995:17)

+ Adapun pengertian pekerja dimuat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 25
Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan yang isinya sebagai berikut : “Pekerja adalah tenaga
kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah™..

2. Pengertian Pengusaha .
Dalam pemabaman yang umum, istilah pengusaha kerap disamakan artinya dengan
+ 1stilah majikan. Pada praktek S‘ehnri-hari memang terlihat bahwa seorang pengusaha dalam
hubungannya dengan para pekerjanya adalah juga seorang majikan.
" Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
memberikan pengertian pengusaha sebagai berikut : -

Pengusaha adalah: . e ¥ B

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendjri; ' | '

b.-orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri

- menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di  Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang

. berkedudukan di luar wilayah Indonesia..
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Berlainan dengan Undang-undang Nomor 25 ‘Tahun 1997 Tentang Keienngakcrjnm
yang menyebut istilah pengusaha, Undang-undang -No.. 22 Tahun 1957- = Tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan - hanya memakai istilah majikan dan sama sekali tidak
menggunakan istilah pengusaha. Perbedaan ini dapat dimengerti, karena Undang-undang
No. 22 Tahun 1957 dibuat sebelum lahirnya istilah Hubungan Industrial Pancasila yang di
dalamnya terkandung pembaharuan istilah bagi ‘buruh’ dan ‘maj ﬂcan’

Adapun pengertian majikan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf (b) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : “Majikan ialah
orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh”,

Apabila dibandingkan defenisi antara ‘pengusaha’ dan ‘majikan’, dapat dinyatakan
bahwa istilah pengusaha lebih dititikberatkan pada kaitannya dengan jenis usaha yang
dijalankannya, sedangkan istilah majikan dipakai untuk menerangkan hubungan antara
pengusaha dengan orang-orang yang dipekerjakannya.

3. Pengertian Hubungan Industrial Pancasila
Sektor produksi barang dan jasa moemegang peranan penling dalam pembangunan
industri negara dan pemenuhankebutuhan ‘konsumsi ‘masyarakat Indonesia. Untuk itu
diperlukan suasana yang tenang dan hubungan yang harmonis untuk mencapai hasil optimal.
Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hanya hubungan industri yang
berlandaskan Pancasila pulalah yang dapat menciptakan keadaantersebut. .-
Sehubungan dengan tujuan tersebut, pemerintah mengadakan - Seminar Nasional
Hubungan Perburuhan Pancasila pada tanggal 4 Desember sampai tanggal 7 Desember 1974
- di Jakarta, Dalam seminar yang dihadini oleh wakil-wakil dun pemen'nt.uh buruh, pengusaha
dan cendikiawan itu, dicapailah kuscpakntan untuk mclu.ksannkan suatu s:su.m perburulian
vang dijiwai Pancasila; yang disebut Sistem Hubungan Perburuhan Pancasﬂa Atas dasar
kesepakatan Tr Partite Nasional, di kemudian hari istilah Sistem hubungan Perburuhan

Pancasila diganti menjadi Hubungan industrial Pancasila. Alasan penggantian ini adalah
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karena -hubungan perburuban - yang merupakan terjemahan dari labour relation, pada
permulaan perkembangannya hanya membahas hubungan antara buruh dan majikan. Padahal
dalam kenyataannya, hubungan antara pekerja dan pengusaha juga dipengaruhi oleh masalah-
masalah ekonomi, sosial-politik dan -kebudayaan, sehingga istilah Sistem Hubungan
Perburuban tidak fepat lagi . :

Adapun pengertian dari Hubungan industrial Pancasila adalah sebagai berikut:

“Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang
merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan
nasional Indonesia”. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor
645/MEN/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, dalam
- Djumadi, 1995:19)
Tujuan Hubungan mdustnal Pancasﬂa adalah :

o

.. mengemban c1ta-cxm proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17
Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, scrta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui
penciptaan ketenangan usaha,  meningkatkan produksi, dan - meningkatkan
kescjahteraan buruh serta derajatnya sesuai dengan marlabat manusia”. (Dirjen
Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dalam Asikin, 1997:196)

Hubungan indusirial ,?ancasila 'berdu'sarl‘cml landasan idiil Pancasila dan landasan
konstitusionnl Undang-mxd:mg Dasar 1945. Adapun landasan operasionalnya adalah Garis-
Garis Besar Haluan negara bcscﬂa ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur
pemerintah dalam program-progmm pcmbanguuan (Difjen Pembinaan Hubungan dan
Perlindungan Tenaga Kerja, dalam Asikin, 1997:197)

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan Hubungan industrial Pancasila
diperlukan suvatu sikap sosial yang mencerminkan persatuan nasional serta kesaluan,
kegotongroyongan, toleransi, tenggang rasa, terbuka saling membantu dan pengendalian diri.
Selain itu diperlukan pula siléap mental 'yang baik, di mana para pelaku dalam Hubungan
industrial Pancasila bersikap sebagai teman seperjuangan yang saling menghormati dan
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saling me:ﬁgerti kedudukan serta peranannya dan sama-sama memahami hak dan
kewajibannya dalam keseluruhan proses produksi. Hendaknya pihak pengusaha dan pekerja
selaku pelaku utama dalam Hubungan industrial Pancasila menyadari bahwa mereka adalah
teman seperjuangan dalam proses produksi, dalam keuntungan perusahsan dan dalam
bertanggung jawab atas kualitas dan hasil kerja mereka.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Hubungan kerja dan Perselisihan Perburuhan

1 Pengertian Pemutusan H;bungnn Kerja

Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 25 Tahun 1997, Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) adalah : “._.pengakhiran hubungan kexja‘ karena svatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhiruy.fu hak dan kewajiban pekerja dan péngusaha". Sedangkzm menurut
Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996 Tentang Penyelesaian
Pemutusan Hubungan Kerja dan Penctapan Ua.ng Pesangon Uang jasa dan Ganti Kerugian di
Perusahaan Swasta, pengertian PHK adalah: “..pengakhiran hubungan kerja antara
pengusaha dengan pekerja bcrdasurllcan izin panitia ducnﬂx alau panilia pusal.”

PHK yang terjadi umumnya lebih membawa dampak negatif bagi pihak pekerja, yang
mempunyai L.edudukau ekonomis leblh lemah dibandingkan dengan pengusaha. Melihat
akibat dari PHK, seharusnya tindakan 111e1a1~mkan PHK dilakukan dengan penuh kehati-hatian
dan tanggung jawab dari pengusaha yaitu dengan sangat mempertunbangkan bagaimanakah
kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya apabila PHK dllakukan_ i
PHK dapat dibsdakah sebagai beellout ‘ €
a. PHK demi hukum;

b. PHK oleh pihak pékexja'
c. PHK oleh pihak pengusaha;
PHK oleh pcngadﬂzm (Soepomo 1994 145)

o
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a. PHK -demi hulum

Adalah PHK yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirya jangka
waktu kerja yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh. Meskipun
PHK berlangsung dengan sendirinya, namun para pihak dapat memperjanjikan untuk
mnengadakan pemberitahuan apabila perjanjian kerja itu akan berakhir. Pemberitahuan ini
nantinya dapat diikuti dengan ketentuan apakah perjanjian kerja atau hubungan kerja itu akan
diskhiri atio tidalk. (Soepoma1oNh 146)

Selain karena berakhimnya jangka wakiu yang diperjanjikan, PHK demi hukum juga
terjadi apabila pekerja meninggal dunia (Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-
05/MEN/ 1986). Akan tetapi PHK tidak ferjadi apabila yang meninggal dunia adalah
pengusaha (Pasal 14 I"ératuran Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/ 1986). Sehubungan
dengan meninggalnya pengusaha, maka para ahli waris yang bermaksud untuk melakukan
PHK sebelum berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan, harus lebih dahulu mengajukan
permohonan izin kepada Panitia Penyelesaian Perselisthan Perburuhan (Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/ 1986).

b. PHK oleh pekerja

Dalam suatu hubungan kerja, pekerja boleh memutuskan hﬁbungan kerjanya dengan
pengusaha pada setiap saat .yang' dil%ehe‘r‘x'dal‘:-i.nya‘ PHK itu dapat dilakukan dengan
persetujuan ataupun tanpa persetujuan pengusaha. Apabila pekerja masih bekerj'a dalam masa
percobaan yang lamanya tidak lebih dari 3 bulan, maka ia dapat seketika mengakhiri
hubungan kerja dengan pernyataan pengakhiran, tanpa memerlukan izin dari pejabat yang
berwenang (Penjelasan Pasal 4 ﬁndang-undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan
Hubungan Kerja).

Apabila PHK dilakukan oleh pihak pekerja sebelum berakhimya pekerjaan yang
ditentukan dalam perjanjian kerja, maka pekerja wajib membayar ganti kerugian kepada

pengusaha sebesar upah pekerja sampai waktu fertentu atau sampai pekerjaan selesa, kecuali
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bila putusnya hubungan kerja itu karena kesalahan besar atau karena alasan mendesak (Pasal

16 ayat (2) Peraturan Menieri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/ 1986).

Kesalahan besar dari pengusaha .merupakan alasan mendesak bagi pekerja untuk
mengakhiri hubungan kerjanya dengan pengusaha Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No. Per-05/MEN/ 1986) dan untuk melakukannya harus mendapat izin dari Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan(Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Per-05/MEN/ 1986).

¢. PHK oleh pengusaha

PHK oleh pengusaha adalah yang paling sering terjadi, baik karena kesalahan-
kesalahan pihak pekerja maupun km_‘enh kondisi perusahaan. PHK ini sering membawa
dampak negatif, khususnya terhadap pekerja dan keluarganya dalam mcxnpertalﬁnknn
kelangsungan hidupnya. Sehubungan depga.n akibat yang.ditimbulkmmyn, seharusnya PHK
oleh pengusaha tidak terjadi. . |

Untuk itu, pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 12 Tahun 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan S;Nasta beserta peraturan-peraturan
pelaksananya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin ketentraman dan kepastian
bagi para pekeﬁa dalam melaksanakan tugasnya dengan jalan mencegah bahkan dalam
beberapa hal melarang terjadinya PHK. Sea.ndainya PHK hﬁms terjadi, majikan harus
merundingkan maksud melakukan PHK tersebut dengan pekerja yang bersangkutan atau
dengan organisasi pekerja, bila pekerja tersebut menjndi anggola organisasi pekerja dan

meminta izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

d. PHK oleh pengadilan

Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian kerja dapat meminta kepada PN agar
hubungan kerja diputus berdasarkan adanya alasan penting. Alasan penting tersebut adalah
keadaan mendesak atau perubahan keadaan pribadi atau klékayaan pemohon atau pihak
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lainnya atau perubahan keadaan dalam mana pekerjaan dilakukan yang sifatnya menyebabkan
layaknya dilakukan PHK dalam waktu sesegera mungkin.(Soepomo, 1994:172)

Alasan penting bagi pihak pekerja untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri
adalaly adanya kesalahan besar dari pengusaha. Sedangkan pengusaha dapat melakukan PHK
dengan alasan kesalahan besar dari pekerja.

Pada masa sekarang, PHK oleh pengadilan ini sudah sangat jarang terjadi, karena
untuk menangani masalah hubungan kerja, telah dibentuk panitia khusus yang bertugas untuk
itu yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan baik di pusal maupun di daerah.

2. Pengertian Perselisihan Perburuhan
Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, pengertian perselisthan perburuhan adalah

“..pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau

gabungan serikat buruh berhubung tidak adanya persesuaian faham mengenal hubungan

kerja, syarat-syarat kerja dan / atau keadaan perburuhan”,

Sesuai dengan rumusan di atas, pekerja secara perseorangan atau serombongan
pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja tidaklah dapat menjadi pihak dalam suatu
perselisihan perburuhan. Dengan perkataan lain, perselisihan yang terjadi antara majikan
(pengusaha) atau perkumpulan majikan (pengusaha) dengan seorang pekerja atau
serombongan pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, bukanlah perselisihan
perburuhan,

Perselisthan perburuhan dapat dibedakan atas :

1. Perselisihan hak , yaitu perselisihan yang timbul karena salah satu pithak tidak memenuhi
1si perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, peraturan majikan ataupun menyalahi kelentuan
hukum;,.

2. Perselisihan kepentingan , yaitu perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-
syarat perburuhan atau dengan kata lain perselisihan yang timbul berhubung dengan tidak
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adanya. persesuaian faham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan
(Asikin, 1997:166)

Dalam- hal terjadi perselisihan hak, ada 2 badan yang memiliki kewenangan
menyelesaikannya, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Pengadilan
Negeri. Yang dapat menuntut di depan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah
organisasi pekerja, sedangkan pekerja secara perseorangan dapat mengajukan tuntutannya
kepada Pengadilan Negeri. Apabila terjadi perselisihan kepentingan, maka yang berwenang
menyelesaikan hanyalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. (Asikin, 1997:166)

2.3.3 Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dibentuk pertama kali dengan Undang-
undang Darurat No. 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, kemudian
diperbaharui dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 ditentukan bahwa Panitia
Penyelesalan perselisihan Perburuhan berkedudukan di daerah (disebut dengan Panitia
Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah, disingkat P4D) dan di pusat (disebut dengan
Pamtia Penyelesaién perselisihan Perburuhan Pusat, disingkat P4P). Dalam P4D dan P4P
dikenal 2 istilah, yaitu :

1. Kepaniteraan (Panitera),
2. Kepanitiaan (Panitia). (Manullang, 1990:100)

Kepaniteraan (panitera) P4D/P4P maksudnya adalah suatu unit teknis atau pelaksana
teknis yang mengurus masalah perselisihan perburuhan industrial dan pemutusan hubungan
kerja. Sedangkan kepanitiaan (panitia) adalah suatu lembaga yang anggota-anggotanya terdiri
dari tripartit, yaitu kalangan pekerja, pengusaha dan pemerintah. (Manullang, 1990:100)

P4D merupakan lembaga yang anggotanya terdini dari wakil-wakil pekerja, pengusaha
dan pemerintah (tripartif) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menieri Tenaga Kerja untuk
masa bakti 2 tahun dan berkedudukan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga
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berkewajiban dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dan

pemutusan hubungan kerja secara massal.

Peranan Panitia Pusat/Daerah adalah :

1. Sebagai pendamai dan pembentuk hukum yang berwenang memberikan perantaraan
kepada para pihak, berunding dengan para pihak dan berwenang memutus perkara.
Keputusan P4 ini berlaku mengikat dan harus ditaati oleh para pihak.

2. Sebagai lembaga legalisasi yaitu yang berwenang memberi izin bagi pemutusan hubungan
kerja.

3. Sebagai lembaga peradilan, yaitu yang memproses dan memutus kasus perburuhan
berdasarkan hukum, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan /ketertiban umum
atau negara dan berwenang menetapkan berat ringannya kesalahan para pihak.

4. Sebagai lembaga stabilisator, yaitu yang berwenang dan berkewajiban untuk
mengendalikan tindakan mogok dan bertugas melakukan pengawasan prefentif untuk
menjamin kepastian dan ketentraman hidup pekerja. (Manullang, 1990:105)

2.3.4 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi, Pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak memuat defenisi
dari perbuatan melanggar hukum dan hanya mengatur keharusan memberi ganti kerugian
oleh seseorang yang karena perbuatannya orang lain mengalami kerugian.

Pada awalnya, sebelum tahun 1919, perbuatan melanggar hukum diartikan
sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain yang timbul karena undang-undang.
Dengan demikian perbuatan melanggar hukum sama dengan perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang. Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian yang terlalu
sempit dari perbuatan melanggar hukum menjadi tidak memadai karena berbagai kasus yang
timbul kemudian, tidak ditemukan pengaturannya dalam undang-undang tetapi ternyata
bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral yang ada dalam masyarakat.
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Dengan dmukmn perbuatan melaﬁggar hukum sama dengan perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang. Seiring dengan. perkembangan zaman, pengertian yang terlalu
sempit dari perbuatan melanggar hukum menjadi tidak memadai karena berbagai kasus yang
timbul kemudian, tidak ditemukan pengaturannya dalam undang-undang tetapi ternyata
bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral yang ada dalam masyarakat.

Akhirnya, setelah berbagai kritik yang diajukan oleh para ahli hukum dan masyarakat
awam atas rumusan perbuatan melanggar hukum yang tidak mampu menjangkau kebutuhan
masyarakat pencari keadilan, maka Hoge raad, dalam putusan perkara Lindenbaum melawan
Cohen, tanggal 31 Januari 1919 menyatakan pengertian baru dari perbuatan melanggar
hukum yang isinya adalah sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum. adalah suatu perbuatan atau kealpaan, vang atau
bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan
yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang
barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan
kerugian pada orang lain, berkewa_uban membaynr ganh kerugian. (Djodjodirdjo:
1982;26) Nt

Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan baik oleh orang maupun badan hukum
(organ). Apabila yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah badan hukum, maka
badan hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365
KUHPer. Dalam hal ini, yang mewakili badan hukum tersebut adalah para pengurusnya
{(organnya). Di sini, pengurus berarti orang atau dewan yang berdasarkan undang-undang,
atau slatuta diberi wewenang untuk melaksanakan alau mengutarakan kehendak dan badan
hukum. (Rutten dalam Djodjodirdjo, 1982:178)

Perbuatan dari pengurus suatu badan hukum dapat digolongkan sebagai perbuatan
dari badan hukum itu sendiri, apabila pengurus tersebut telah melakukan perbuatan dalam
lingkungan formil dari wewenangnya demi memenuhi apa yang menjadi tugasnya.

(Djodjodirdjo, 1982:179)
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2.3.5 Pengertian Kompetensi Absolut Suatu Badan Peradilan

Apabila  hendak mengajukan sualu gugatan, penggugat harus benar-benar
memperhatikan badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus
gugatan yang diajukan olehnya. Untuk itu, penggugat harus benar-bepar mengetahui
mengenai kompetensi absolut dari suatu peradilan.

Kompetensi absolut dapat didefenisikan sebagai wewenang suatu badan peradilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan
peradilan lain. (Mertokusumo, 1982:53) Kompetensi absolut ini memberi kejelasan apakah
pengadilan tertentu memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu yang diajukan
ataukah ada pengadilan lain yang berwenang.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mutlak mengadili semua perkara pidana dan
perdata dalam tingkat pertama. Kekuasaan mengadili perkara perdata, meliputi semua
sengketa tentang hak milik atau hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lam.
(Pasal 2 ayat (1) Reglement op de Rechterlijke Organisatic dalam  Mertokusumo, 1982:52),
kecuali apabila undang-undang menetapkan peradilan lain untuk memutusnya, seperti antara
lan :

1. Perceraian bagi yang beragama Islam, diputus oleh Pengadilan Agama (Pasal 14 PP No..9
Tahum 1975 Yo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

-2

. Perselisihan perburuhan, diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat
pusat maupun daerah (Undang-undang NO. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan.

Wewenang mutlak dari Pengadilan Tinggi meliputi :

|. Pemeriksaan ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimintakan banding;

-2

. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. sengketa wewenang mengadili anlara
Pengadilan Negeri yang ada di dalam wilayahnya;
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3. Prorogasi (pengajuan suatu sengketa, atas persetujuan kedua pihak kepada hakim yang
sesungguhnya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, yaitu kepada hakin
dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi) mengenai perkara perdata.

(Mertokusumo, 1992:54)

Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan kasasi.
Selain itu juga dalam tingkat pertama dan terakhir memutus
1. Semua sengketa mengadili antara pengadilan dari suatu lingkungan dengan pengadilan
dari lingkungan peradilan lain; |
2. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri dengan
Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi:
3. Semua sengketa tentang wewenang antara pengadilan-pengadilan yang tidak disebut

dalam 1 dan 2 . (Mertokusumo, 1982:54)
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pemutusan Hubungan Kerja yang Dapat Disebut Sebagai Perbuatan
Melanggar Hukum Dan Akibat Dari Pemutusan Hubungan Kerja Yang
Bersifat Melanggar Hukum

Dani keseluruhan masalah yang berada di sekitar hubungan kerja, maka
masalah terbesar adalah masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK  dapat
terjadi karena berakhirmya waktu kerja yang diperjanjikan, karena putusan pengadilan,
karena kehendak buruh sendin ataupun - imlah yang paling sering terjadi - karena
kehendak majikan disebabkan adanya alasan-alasan yang tidak dapat dihindari, baik
demi menyelamatkan perusahaan ataupun karena tingkah laku pekerja yang buruk
sekali. Bisa saja terjadi dalam hubungan kerja, pengusaha melakukan PHK terhadap
pekerjanya. Secara hukum, tidak masalah jika PHK tersebut dilakukan sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku. Tetapi adakalanya pengusaha tersebut
melakukan PHK dengan tidak menaati prosedur hukum yang ditetapkan bagi
pelaksanaan PHK.

PHK oleh majikan/pengusaha, pelaksanaannya diatur oleh pemenntah Eiengan
mengeluarkan berbagai peraturan perundangundangan yang menentukan syarat-syarat
yang ketat bagi pelaksanaan PHK. Hal imi dimaksudkan agar para pekerja tidak
menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha yang secara ekonomis memilik
kedudukan lebih tinggi daripada pekerja. Peraturan tentang PHK dicantumkan dalam
Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta dan diikuti oleh berbagai Peraturan Menteri Tenaga kerja, yang
terkenal diantaranya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986
Tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pegrangon, Uang

Fin
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jasa dan Ganti Kerugian dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-
1108/MEN/1986 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Industrial
darn Pemutusan Hubungan Kerja.

Untuk dapat melakukan PHK, pertama sekali pengusaha harus lebih dahulu
merundingkan mengenai maksudnya tersebut dengan organisasi pekerja yang
bersangkutan, atau dengan pekerja tersebut, dalam hal pekerja tidak menjadi anggota
organisasi pekerja. Dengan demikian, setiap permohonan yang tanpa melalui
perundingan lebih dahulu dan langsung meminta izin kepada P4D, akan langsung
ditolak. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-1108/MEN/1986
Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Pemutusan
Hubungan Kerja, dalam perundingan tersebut harus dibuat risalah yang memuat
antara lain :

1. Nama dan alamat pekerja;

- Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;

nama dan alamat perusahaan;

Pokok masalah atau alasan PHK;

. Pendinian para pihak;

. kesimpulan perundingan:

Tanggal dan tanda tangan pihak-pihak yang melakukan perundingan.

Apabila perundingan yang dilakukan mencapai persetujuan yang dibuktikan
dengan dibuatnya suatu kesepakatan bersama/persetujuan  bersama  yang
ditandatangani oleh kedua pihak, maka pengusaha harus mengajukan permohonan
izin melakukan PHK kepada P4D (dalam hal melakukan PHK terhadap
perorangan/perseorangan) atau P4P (dalam hal melakukan PHK secara massal/besar-
besaran). Surat permohonan fersebut diajukan melalui Kantor Departemen Tenaga
Kerja (Kandepnaker) wilayah setempat dengan melampirkan risalah dan kesepakatan
bersama/persetujuan bersama untuk disahkan. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)

qc‘-m:h_ww

. hari setelah diterimanya berkas permohonan oleh Kandepnaker , maka Kandepnaker
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akan menyerahkan berkas tersebut kepada PAD/P4P untuk diproses lebih lanjut dalam
rangka pengesahan.

Pengesahan kasus PHK ini harus diselesaikan oleh P41D/P4P dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan. Izin dari PAD/P4P ini, sebenamya hanya bersifat
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Sebab, kesepakatan
bersama/persetujuan bersama adalah sah menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dan karena itu dihormati sebagai keputusan bersama yang mengikat
para pihak. Lagipula, keharusan memperoleh izin dari PAD/P4P walaupun sudah ada
kesepakatan bersama/persetujuan bersama ini dimaksudkan menghindari timbulnya
gugatan di kemudian hari terhadap PHK yang dilakukan hanya atas dasar
kesepakatan bersama/persetujuan bersama .

Apabila temyata dalam perundingan antara pekerja dan pengusaha tidak
dicapai kesepakatan, maka kedua pihak atau salah satu pihak harus mengajukan
permintaan kepada Kandepnaker setempal untuk diperantarai dalan perundingannya
oleh pegawai perantara. Surat permintaan untuk diperantarai tersebut harus dilampiri
dengan risalah perundingan. Pegawai perantara harus sudah melakukan tugas
perantaraan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permintzan untuk
diperantarai disetujui oleh Kandepnaker. Proses perantaraan tersebut barus telah
selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-1108/MEN/1986 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Pemutusan Hubungan
Kerja, hasil perantaraan harus dibuat dalam Berita Acara yang memuat :

1. Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berunding tersebut dengan
menyebutkan dasar pertimbangannya serta batas waktu yang diberikan kepada para
pihak untuk memberi tanggapan atas anjuran tersebut, terhitung sejak diterimanya

anjuran tersebut;
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2. Laporan Berita Acara Perantara yang dibuat secara lengkap dalam suatu formulir
yang sudah standar bentuknya yang dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai materi kasus.

Apabila pegawai perantara berhasil mendamaikan kedua pihak, maka harus
dibuat suatu kesepakatan bersama/persetujuan bersama yang ditandatangai oleh
pengusaha, pekerja dan pegawai perantara yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak
yang mengelahui jalannya perundingan  lersebul. Sclanjulnya pegawai perantard
hams menyerahkan surat permohonan izin melakukan PHK dari pengusaha
dengan dilampiri Berita Acara Perantara dan kesepakatan bersama/persetujuan
bersama kepada Kandepnaker setempat. Kandepnaker, dalam waktu paling lambat
7 (tujuh) hari setelah menerima laporan tersebut, harus menyerahkan segenap berkas
kepada P4D (bagi permohonan izin PHK terhadap perorangan/perscorangan) atau P4P
(bagi permohonan izin melakukan PHK massal/besar-besaran) untuk diproses lebih
lanjut dalam rangka pengesaban.

Dapat saja terjadi bahwa pegawai perantara tidak berhasil dalam usahanyva
melakukan perantaraan. Bila hal ini terjadi, maka pegawai perantara hams
menyerahkan surat permohonan izin melakukan PHK dan pengusaha beserta berkas
perkara kepada Kandepnaker untuk diteruskan kepada PAD/PAP. Dalam setiap
perantaraan yang dilakukan oleh pegawai perantara, baik bila perundingan tersebut
berhasil mencapai kata sepakat atau tidak, maka hasil dari perantaraan tersebut harus
disampaikan kepada PAD/P4P untuk disidangkan. P4D/PAP akan menyclesaikan
perkara tersebut hanya apabila ada surat permohonan izin PHK dari pengusaha. Sctiap
perkara yang masuk wajib disclesaikan dalam waktu paling lama 6 (euam) bulaw.

Demikianlah tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan
untuk melakukan PHK. apabila tata cara ini dilanggar berarti melanggar ketentuan
undang-undang. Juga perlu diperhatikan apa yang dinuat pada Pasal 10 Undang-
undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

yang menentukan bahwa PTIK tanpa izin dari yang berwenang adalah batal demi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

hukum. PHK menjadi batal demi hukum karena ia melanggar aturan yang ditentukan
oleh hukum.

Melanggar aturan hukum berarti melakukan perbuatan yang melanggar
hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu PHK dapat disebut
sebagai perbuatan melanggar hukum apabila PHK tersebut dilakukan secara
bertentangan/melanggar peraturan yang berlaku bagi tata cara melakukan PHK.

Apabila suatu PHK merupakan perbuatan melanggar hukum, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikan oleh perbuatan PHK
tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh
tindakan itu.Maksud dari pemberian ganti kerugian itu adalah untuk membawa pihak
yang dirugikan sedapat mungkin pada keadaan seandainya tidak terjadi perbuatan
melanggar hukum tersebut. (Djodjodirdjo, 1982:78) Ganti rugi akibat perbuatan
melanggar hukum tersebut meliputi ganti rugi terhadap kerugian kekayaan/kerugian
dalam bentuk uang dan kerugian moril. (Djodjodirdjo, 1982:76) Dalam bidang
lapangan kerja, itu berarti ganti rugi terhadap kehilangan mata pencaharian dan
perlukaan harga diri (karena telah dikenai PHK secara sewenang-wenang) serta nama
baik yang tercemar.

3.2. Perbedaan Pertimbangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
dengan Mahkamah Agung

Seperti telah dijelaskan pada fakta mengenai duduknya perkara PHK secara
sepihak ini, terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini. Perbedaan putusan ini
disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang dasar gugatan dari para Penggugat.

Dalam pertimbangan hukum yang dimuat pada putusan Pengadilan Negeri
Malang No. 206/Pdt.G/1990/PN. Malang, majelis hakim yang bertugas mengadili
perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan ini berawal dari eksepsi Tergugat atas
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perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan PHK terhadap para
Pengguéat dan karena itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Eksepsi Tergugat adalah mengenai kompetensi absolut. Dalam eksepsi
dinyatakan bahwa tidak benar kalau Tergugat telah melakukan PHK secara melawan
hukum, karena Tergugat telah mengajukan surat permohonan izin melakukan PHK
kepada Depnaker melalui kantor kabupaten/Kotamadya Malang. Jikapun sekiranya
benar bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara melawan hukum, maka yang
memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah P4AD/P4P beserta Menteri
Tenaga Kerja. Karena itu, pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Malang
adalah tidak memiliki dasar hukum. Ini dinyatakan dengan mengacu pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-342/MEN/86 Tentang Pedoman atau Petunjuk
Umum Pemerantaraan Perselisihan Hubungan Industrial dan Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja RI No. SE-12/M/1990 Tentang Penanganan Masalah ketenagakerjaan di
Perusahaan Swasta yang Belum Tumbuh Unit SPSI. Sehingga segala perselisihan
perburuban-termasuk perkara ini dan yang sejenis dengannya- menurut hukum harus
diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan bukan kepada
Pengadilan Negeri .

Pengadilan Negeri sendiri setuju dengan alasan yang diajukan dalam eksepsi
Tergugat tersebut. Menurut Pengadilan Negeri , untuk mengetahui badan peradilan
manakah yang sebenamya berwenang secara mutlak/ absolut untuk memeriksa suatu
perkara, secara formal ada 2 hal yang harus ditinjau lebih dahulu, yaitu :

1. Siapakah yang menjadi pihak-pihak dalam gugatan dan
2. Persoalan apa yang menjadi objek sengketa.

Dalam perkara ini, yang menjadi pihak-pihak adalah para pekerja PT. SB
sebagai para Penggugat dan PT. SB- dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama
Efendy Hartanto- selaku Tergugat. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah
masalah :

1. PHK;
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2. Serangkaian perbuatan Tergugat yang dikualifikasikan oleh para Pengougat
sebagai perbuatan melanggar hukum;

3. Ganti rugi sehubungan dengan PHK dan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri  kemudian berpendapat bahwa masalah PHK dan
tuntutan-tuntutan para Penggugat  yang menyangkut masalah hubungan kerja,
kesehatan kerja, keselarsitan kerja, keamanan kerja, jaminan sosial dan lain-lajn vang
belum  dipenuhi oleh Tergugat sehingga melangpar  serangkaian  peraturan
perundangundangan yang disebut dalam posita gugatan, semuanya adalah masalah
perselisiban perburuhan,

Perselisihan perburuhan sendiri dibedakan atas -

l. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul kacena salah satu pihak dalam
perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian tersebut/ tidak terdapat persesuaian faham
dalam hubungan kerja yang telah mereka scpakati bersama;

2. Perselisiban kepentingan, yaitu pertentangan sehubungan dengan tidak terdapatiya
persesuaian pendapat tentang syaral-syaral kerja dan alau keadaan perburuhan.

Menurut Pengadilan Negeri, untuk terjadinya suatu perselisihan hak, mala
harus ada perjanjian tertulis maupun lisan yang dilanggar oleh salal satu fibak.
Perselisihan hak adalah wewenang  Pengadilan Negeri untuk  memeriksa  dan
memutusnya,  ftefapi  perselisihan kepentingan  -berdasarkan peraturan
perundangundangan yang ada- hanya dapat diéjukzm kepada Panitia Penyelesainn
Perselisihan Perburuhan.

Gugatan para Penggugat temyata tidak didasari pada suatu perjanjian kerja
yang-ada atau yang telah disepakati. olch Tergugat sclaku pengusaha dan para
Penggugat selaku pekerja, melainkan menuntut kepentingan-kepentingan  para
Penggugat selaku pihak pekerja yang merasa dirugikan. Sebab ilu, sesuai dengan
Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisiban Perburuhan
dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan kerja di
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Perusahaan Swasta beserta peraturan pelaksananya, maka perkara ini harus diajukan
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, para Penggugat
mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, Surabaya. Hakim banding yang
memeriksa perkara ini ternyata kemudian menjatuhkan putusan yang isinya
memperkuat putusan Pengadilan Negeri Malang. Para Penggugat yang letap tidak
renerima pulusan lersebut, kemuodian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung,

- Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku
Judex Facti telah keliru dalam menafsitkan dalil gugatan. Judex Facli menganggap
dalil gugatan adalah perselisihan perburuhan, padahal dalil yang sebenarnya adalah
perbuatan melanggar hukum. Judex Facti telah keliru dan menganggap bahwa
perkara ini adalah perselisihan perburuban padahal sebenarnya bukan. Supaya lebih
jelas mengenai makna perselisihan perburuhan , maka harus merujuk pada Pasal 1
huruf (¢) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Persclisihan
Perburnhan bahwa:
1. Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara pengusaha dengan  pekerja
atau serikat pekerja;
2. Pokok perselisihan menyangkut tidak adnya persesuaian faham mengenai
hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan pekerja.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-undang fersebut dinyatakan bahwa bila
terjadi perselisthan perburuhan, maka yang pertama sckali harus dilakukan adalah
melakukan perundingan. Apabila dalam perundingan itu tidak dicapai kesepakatan
antara pekerja dan pengusaha, barulah -sesuai Pasal 3 Undang-undang lerscbul-
diselesaikan dengan menggunakan jasa pegawai perantara dan kemudian PAD/PAP,
Telapi fakta-fakla yang ada tidak menunjukkan adanya perselisthan perburuhan. Para
Penggugat dan Terpugat, sebelumnya tidak pernah berunding untuk menyelesaikan
masalah di antara mereka , karena memang secara resmi belum pernah terjad

perselisihan perburuhan. Sebaliknya, perkara ini memang mengenai perbuatan
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melanggar hukum karena Tergugat terbukti melanggar Undang-undang No. 12 Tahun

1964 Tentang Pemutusan Hubungan kerja di Perusahaan Swasta yang berlaku sebagal

syarat melakukan PHK yang semuanya bersifat memaksa (compulsory), yaitu :

1. Telah melakukan PHK terhadap para Penggugat meskipun belum didahului
dengan perselisihan perburuhan yang dibawa ke meja perundingan (melanggar
Pasal 2);

2. Tidak pemah menyampaikan kepada P4AD bahwa ada perselisihan pcrbu.rul'l:m
antara Tergugat dengan para Penggugat yang diminta untuk diselesatkan
(melanggar Pasal 3);

3. Tidak terbukti telah mengajukan permohonan izin melakukan PIIK kepada
Departemen Tenaga kerja melalui kantor Kabupaten Malang (melanggar Pasal 3 ).
Lagipula seandainya Tergugat telah mengajukan surat permohonan izin
melakukan PHK, maka Tergugat harus menunggu sampai izin diberikan oleh
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, baru dapat melakukan — PEHIC
Temyata, Tergugat tidak melakukannya (melanggar Pasal 11)

Berdasarkan fakta-faktn di atas, maka apa yang disengketakan bukanlah
perselisihan pcrburuh.tu.ll yang dialur dalam Undang-undang No. 22 Tahn 1957, tetapi
adalah perbuatan melanggar hukum atas alasan PHK yang dilakukan Tergugat.
Karena perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum, maka merupakan jurisdikst
badan peradilan umum dan bukan jurisdiksi Panitia Penyclesaian Perselisiban
Perburuhan.

Dari putusan Pengadilan Negen dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah
Agung di atas, terlihat bahwa perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung berasal dari perbedaan
penafsiran atas gugatan. Menurut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gupatan
bukanlah  perbuatan melanggar hukum melainkan perselisihan  perburuhan.
Sedangkan Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan bukanlah perselisihan

perburuhan, melainkan perbuatan melanggar hukuni,
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Jika melihat kepada putusan Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi
Surabaya, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah
menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan bahwa kasus ini adalah perselisihan
perburuban. Karena itu, untuk menganalisis kasus i, peftuma sekali Penulis ingin
menguji apakah pertimbangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut
benar atau salah.

Sesual dengan Pasal 1 huruf (¢) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang
Penyelesaian perselisihan Perburuhan, pengertian perselisithan p.crburuhan adalah
*,..pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh alau
gabungan serikat buruh, berhubung dengan tidak adanya persesuaian faham
mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburubian,

Juga harus diperhatikan apa yang dimuat oleh Pasal 55 ayat (2) undang-
undang No. 25 Tahun 1997 Tenlang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

“Perselisthan industrial  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) mehpub
perselisthan ;

a. pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan;

b. pelaksanaan norma-norma kerja di perusahaan;

c¢. hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan

d. kondisi kerja di perusahaan.”

Dan pengertian perselisthan perburuhan  seperti yang dimuat oleh Pasal 1
hurut (¢) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian perselisihan
Perburuhan tersebut, kila menuju pada fakta yang ada. Dari fakta didapal bahwa PITK
yang dilakukan oleh PT. SB {erhadap Kasiadi dan kemudian terhadap ke-21 orang
pekerja lainnya, telah dilakukan tanpa pembentahuan sebelumnya terhadap parm
pekerja yang bersangkulan mengenail maksud akan diadakannya PHI

Sebelumnya hanya terjadi peristiwa para pekerja menghadap ke DPRD Malang
untuk mengadukan nasib mereka serta meminta pertimbangan dalam upaya perbaikan

kesejahteraan kerja dan pendirian Unit kerja SPSI. Setelah itu, reaksi PT. SB adalah
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langsung memecat Kasiadi dan teman-temannya yang ikut dalam pengaduan ke
DPle Malang tersebut. Jadi sebelumnya tidak ada tindakan PT. SB yang
menunjukkan bahwa sejak terjadinya peristiwa pengaduan tersebut, secara resmi telah
terjadi perselisihan perburuhan. Bahkan apabila dilihat, ternyata bahwa perselisihan
justru terjadi setelah dilakukannya PHK dan bukan sebelum dilakukannya
PHK. Jelaslah di sim, bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. SB tersebut, bukan
merupakan akibat dar suatu perselisihan perburuhan.

Memang pengaduan para pekerja ke DPRD Malang tersebut mengenai hal-hal
yang termasuk dalam pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan dan kondisi kerja
di perusahaan. Tetapi, kedua hal tersebut sebelumnya tidak pernah dituntut oleh
para pekerja kepada PT. SB, sehingga tidak pernah terjadi penolakan atas
tuntutan para pekerja tersebut, yang berakibat timbulnya perselisihan di antara
kedua pihak. Fakta yang terungkap di persidangan tidak menyebutkan bahwa
sebelum pengaduan ke DPRD Malang tersebut, para pekerja sebelumnya telah
mengajukan tuntutan kepada PT. SB agar keadaan kesejahteraan mereka diperbaiki
dan diizinkan mendinkan Umnit kerja SPSI. Dan simi jelaslah bahwa sebenamya kasus
PHK ini bukanlah perselisihan perburuhan karena memang tidak pernah terjadi
perselisihan di anfara kedua pihak sebelum terjadinya PHK tersebut.

Pertimbangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan
kasus ini sebagai perselisihan perburuhan ternyata tidak benar. Kemudian, bagaimana
dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasus im adalah
perbuatan melanggar hukum? Untuk membahasnya, Penulis kembali kepada fakta
yang mula-mula, yaitu ‘PT. SB telah melakukan PHK terhadap 22 orang pekerjanya,
dengan tidak melakukan perundingan lebih dahulu mengenai maksud PHK tersebut
kepada para pekerja yang bersangkutan dan dengan tidak meminta izin lebih dahulu
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4)’.
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Bila melihat kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan
Hubuﬁgan Kerja di Perusahaan Swasta, pengusaha dapat melakukan PHK setelah
melakukan 2 tahapan pokok sebagai berikut :

1. Merundingkan mengenai maksud untuk melakukan PHK tersebut dengan
organisasi pekerja atau pekerja yang bersangkutan (Pasal 2) ;

2. Mengajukan permohonan izin melakukan PHK kepada P4 (P4 Daerah bagi PHK
perorangan/perseorangan dan P4 Pusat bagi PHK massal/besar-besaran) dan
permohonan tersebut dikabulkan.

Kedua tahap tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Pengusaha tidak
dapat mengajukan permohonan izin melakukan PHK kepada P4 tanpa melakukan
perundingan lebih dahulu dengan pekerja yang bersangkutan (Pasal 5 Undang-undang
No. 12 Tahun 1964 yo. Pasal 4 ayat (2) huruf (h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER.-04/MEN/1986). Kemudian bila PHK tersebut dilakukan tanpa izin dari P4,
maka PHK tersebut menjadi batal demi hukum (Pasal 10 Undang-undang No. 12
Tahun 1964). PHK menjadi batal demi hukum karena telah melanggar syarat yang
menyangkut bentuk perbuatan hukum yang ditentukan bagi pelaksanaan PHK.
Sebagai akibat dari PHK yang batal demi hukum, maka PHK tersebut oleh hukum
dianggap tidak pernah terjadi. (Setiawan, 1994:123)

Ditinjau lebih lanjut, PHK oleh PT. SB dilakukan secara bertentangan dengan
ketentuan perundangundangan mengenai prosedur PHK. Bertentangan dengan

perundangundangan berarti melanggar hukum yang juga berarti merupakan
perbuatan yang melanggar hukum.

Sebenarnya, semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-
norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perbuatan melanggar
hukum. Akibatnya, hampir semua pelanggaran terhadap hukum, norma-norma
ataupun kesusilaan dapat digugat ke pengadilan dengan dalil perbuatan melanggar
hukum.
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Tetapi untuk rincinya, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan

melanggar hukum apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain; atau

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik; atan

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat mengenai orang lain atau benda. (Djodjodirdjo, 1982:35)

Pertama, PHK tersebut bertentangan dengan hak orang lain -dalam hal ini para
pekerja yang dikenai PHK-. Dalam konsepsi Hubungan Industrial Pancasila,
pengusaha dan pekerja adalah rekan dalam produksi, dalam menikmati keuntungan
perusahaan sesuai dengan prestasi kerja dan dalam bertanggung jawab atas
perusahaan. Lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Pikiran Hubungan Industrial Pancasila,
pada butir ke-2 dinyatakan bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah: “Suatu
hubungan perburuhan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak
menganggap buruh sekedar sebagai faktor produksi tetapi sebagai manusia pribadi
dengan segala harkat dan martabatnya.” Sedangkan butir ke-4 menyatakan bahwa
Hubungan Industrial Pancasila adalah : “Suatu hubungan perburuhan yang didasarkan
atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat....” .

Dari ke-2 butir di atas, terlihat bahwa Hubungan Industrial Pancasila
menghendaki suatu hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara
pengusaha dan pekerja. Seperti juga pengusaha, pekerja merupakan manusia yang
memiliki harkat dan derajat yang sama dengan pengusaha dan harus mendapat
perlakuan yang wajar seperti yang selayaknya diterima manusia. Perlakuan itu dapat
berupa pemberian upah yang layak dan pemberian jaminan kesejahteraan.

Serupa dengan pengusaha, pekerja juga memiliki kepentingan dengan
kelangsungan hidup perusahaan. Pekerja - dalam batas-batas tertentu - berhak
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mengetahui dan diajak berunding mengenai keputusan perusahaan yang berkaitan
dengan- keberadaannya di perusahaan tersebut. Pekerja berhak mengetahui dan diajak
berunding mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah upah, upaya
peningkatan kesejahteraan pekerja dan mengenai rencana PHK. Perundingan
mengenai PHK penting sekali, karena di dalamnya  ditentukan mengenai
kelangsungan perolehan mata pencaharian pekerja yang bersangkutan. Karena itu,
tindakan PT. SB yang melakukan PHK tanpa merundingkan lebih dahulu mengenai
rencana PHK tersebut kepada pekerja yang bersangkutan merupakan pelanggaran
terhadap hak pekerja yang bersangkutan dan menimbulkan keterkejutan serta melukai
martabat pekerja yang tiba-tiba dikenai PHK tanpa mengetahui apa kesalahannva.

Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1964 telah menyatakan bahwa
pengusaha harus merundingkan maksud melakukan PHK dengan organisasi pekerja
atau pekerja yang bersangkutan. Kata “harus’ menunjukkan bahwa pekerja memiliki
hak untuk diajak berunding mengenai rencana PHK terhadap dirinya. Rencana PHK
itu sangat menentukan kelangsungan perolehan penghasilannya, sehingga ia berhak
tahu bahkan diajak berunding mengenai rencana tersebut. Dalam kasus ini, PT. SB
ternyata telah melanggar hak pekerja tersebut.

Pelanggaran hak lainnya terlihat dalam alasan pemecatan berupa ‘pelanggaran
berat terhadap peraturan perusahaan PT. SB, yaitu membentuk SPSI Unit Kerja PT.
SB tanpa seizin/ memberitahu pimpinan perusahaan’. Secara internasional, dalam
Pasal 23 ayat (4) Decleration of Human Rights 1948 dinyatakan bahwa: “Setiap orang
berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi
kepentingannya’. Juga pada Pasal 8 Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights diberikan hak bagi setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi
anggota serikat pekerja. Di Indonesia sendiri, hak untuk memasuki suatu organisasi
dijamin oleh undang-undang (Pasal 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945).
Peraturan perundangundangan yang khusus mengatur mengenai PHK telah
menyatakan bahwa PHK tidak dapat didasarkan atas hal-hal yang  berhubungan
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dengan keanggotaan serikat pekerja (Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER-O4)MEN/ 1986). Artinya, para pekerja memiliki hak untuk menjadi anggota
serikat pekerja atau untuk membentuk serikat pekerja. Hak ini juga dijamin oleh
Undang-undang No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak
Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Menurut Undang-undang No. 18 Tabun
1956 tersebut, pekerja bebas menjadi anggota/ tidak menjadi anggota dari suatu
serikat pekerja dan serikat pekerja dilindungi oleh Undang-undang dari campur
tangan majikan dalam cara mendirikan, cara bekerja dan cara mengurus

organisasinya.

Kemudian, tindakan PT. SB melakukan PHK adalah bertentangan dengan
kewajiban hukum dari PT. SB sendiri. Sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang mengatur mengenai tata cara PHK, sebelum melakukan PHK, PT. SB seharusnya
melakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Melakukan perundingan dengan pekerjanya mengenai maksud mengadakan PHK.
Apabila perundingan mencapai persetujuan., pengusaha harus mengajukan surat
permohonan izin melakukan PHK kepada P4D (bagi PHK terhadap perorangan
/perseorangan) atau P4P (bagi PHK secara massal/besar-besaran) (Pasal 2 Undang-
undang No. 12 Tahun 1964),

2. Apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, kedua pihak atau salah satu
pihak mengajukan permintaan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk
diperantarai oleh seorang pegawai perantara (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986),

3. Apabila perundingan lewat pegawai perantara berhasil atau tidak berhasil, maka
pegawai perantara harus menyerahkan hasil perundingan tersebut kepada Kepala
Wilayah Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja untuk dimintakan petunjuk
penyelesaian kepada Menteri Tenaga Kerja, sebelum disidangkan oleh Panitia
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Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4). (Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 Peraturan
Menieri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986)

Temyata, PT. SB sama sekali tidak melakukan tahap-tahap tersebut. PHK
tersebut dilakukan hanya selang 2 (dua) han setelah para pekerja mengadu ke DPRD
Malang. PHK tersebut dilakukan tanpa perundingan sama sekali dan tanpa
memberitahukan maksud melakukan PHK tersebut kepada P4P. Jelaslah bahwa PT.
SB telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri.

Dengan analisis di atas , terhihatlah bahwa kasus ini bukanlah masalah ‘murm’
PHK, dalam artian bahwa PHK tersebut dilakukan dengan cara yang tidak
bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini adalah mengenai PHK yang
tidak prosedural. TIDAK PROSEDURAL inilah yang menyebabkan kasus ini
merupakan perbuatan melanggar hukum. Apabila kasus ini adalah ‘mumi’ PHK,
maka yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikannya adalah P4. Tetapi karena
kasus ini adalah perbuatan melanggar hukum, maka vyang berwenang
menyelesaikannya adalah peradilan umum, karena perbuatan melawan hukum adalah
perkara perdata yang dalam penanganannya tidak diserahkan kepada badan peradilan
khusus di luar peradilan umum.

Dengan analisis ini, Penulis setuju pada pertimbangan Mahkamah Agung
yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Fakta
yang terjadi dalam kasus ini memenuhi 2 (dua) butir kriteria yang diperlukan untuk
menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah melanggar hukum.

Dalam hal telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, Pasal 1365 KUH
Perdata memberikan hak bagi orang yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari
orang yang menerbitkan kerugian tersebut. Kewajiban memberikan ganti rugi tersebut
dimaksudkan untuk membawa orang yang dirugikan tersebut, sedapal mungkin pada
keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. (Djodjodirdjo, 1982:78)
Ganti rugi tersebut meliputi ganti rugi atas kerugian dalam bentuk kekayaan/ vang dan
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dalam bentuk moril. (Djodjodirdjo, 1982:76) Nilai ganti rugi itu harus sebanding
dengaﬁ nilai kerugian yang ditimbulkannva ditambah dengan nilai keuntungan yang
diharapkan akan diperoleh oleh pihak yang dirugikan, bila saja peristiwa itu tidak
terjadi. (Djodjodirdjo, 1982:77)

Pada kasus ini, sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh PT. SB dalam bentuk PHK para pekerja yang menjadi korban PHK tersebut telah
mengalami penderitaan lahir batin karena kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber
mata pencaharian mereka dan keluarga. Kehilangan pekerjan telah mengusik
ketenangan hidup para pekerja tersebut, karena sejak mereka dikenai PHK, mereka
harus mencari pekerjaan lain agar bisa terus memperoleh penghasilan. Perbuatan
tersebut telah melukai harga diri dan martabat para pekerja tersebut dan mengundang
tekanan psikis yang menyiksa serta mencemarkan nama baik mereka. Karena itu,
sudah sepantasnya bila mereka menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami.

Akan tetapi, besarnya ganti rugi yang harus dibayar kepada mercka yang
mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah ditentukan oleh
undang-undang. Dalam hal ini yang menjadi pegangan hanyalah Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1610K/Sip/1968 yang dalam
pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Meskipun tunfutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang

Penggugat mutlak menuntut sejumlah itn, hakim berwenang untuk

menefapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal
178 (3) HIR. (Ex aeque et bono)”. (Djodjodirdjo, 1982:74)

Ini berarti, hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya jumlah
ganti rugi yang harus dibayar, apabila Penggugat ternyata menuntut ganti rugi dalam
jumlah yang tidak pantas. (Djodjodirdjo, 1982:74) Dalam hal ini terlihat bahwa
peranan hakim sangat penting untuk menetapkan nilai ganti rugi yang sesuai dengan
kepantasan dan kewajaran (ex aequo et bono).
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Tetapi bila melihat kepada penetapan ganti rugi yang diputuskan oleh
Mahkamah Agung untuk kasus ini, Penulis berpendapat bahwa telah terjadi
kerancuan. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan atas dasar
perbuatan melanggar hukum, sehingga ganti rugi yang ditetapkan haruslah ganti rugi
berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tetapi Mahkamah Agung ternyata
memberikan rincian ganti rugi dengan menggunakan rincian yang dipergunakan para
Penggugat untuk menuntut uang pesangon dan uang jasa serta tunjangan  yang
didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986 Tentang
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan
Ganti Kerugian dan Peraturan Menteri Perburuhan No, 9 Tahun 1964 Tentang
Penetapan Besamya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian. Hal itu terlihat
dari rincian ganti kerugian materiil yang dalam amar putusan Mahkamah Agung
terdiri dari :

a. Uang pesangon;
b. Uang jasa, yang disesuaikan dengan masa kenja.

Penetapan ganti rugi dengan menggunakan rincian ini membuat campur aduk
antara ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum dengan uang yang seharusnya
diterima oleh pekerja apabila mereka dikenai PHK secara tidak melanggar hukum.
Pemberian ganti rugi dengan menggunakan rincian tersebut justru seperti legalisasi
terhadap PHK yang dilakukan oleh PT. SB, padahal PHK tersbut sudah jelas
melanggar hukum. Seharusnya ganti rugi tersebut cukup ditetapkan dengan rincian
sebagai berikut:

I. Ganti rugi atas kerugian materiil/kekayaan yang berupa kehilangan mata

pencaharian untuk waktu yang tidak dapat ditentukan;

2. Ganti rugi atas kerugian immateriil/moril vang berupa:
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[a—

. Kehilangan kenyamanan dan ketenangan hidup akibat kehilangan pekerjaan
secara tiba-tiba;

2

. perlukaan terhadap harga diri dan martabat para Penggugat;

Lsa

. pencemaran nama baik para Penggugat.

Hal lain yang menjadi masalah adalah penggunaan Peraturan Menteri
Perburuhan No. 9 Tahun 1964 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pesangon, Uang
Jasa dan Ganti Kerugian sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian yang
diyuntokan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986 Tentang
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan
Ganti Kerugian. Padahal menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-
04/MEN/1986, Peraturan Menteri Perburuhan No. 9 Tahun 1964 Teniang Penetapan
Besarnya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian dinyatakan fidak berlaku
lagi. D1 simi terlihat bahwa para Penggugat kurang cermat dalam menggunakan dasar
hukum, sehingga tidak mengetahui bahwa peraturan yang mereka pergunakan sudah
tidak berlaku lagi.
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BAB1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. PHK dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum apabila PHK
tersebut dilakukan secara bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan olch
perundangundangan mengenai tata cara melakukan PHK.

Menurut perundangundangan, prosedur melakukan PHK adalah scbagai
berikut:

1. Pengusaha harus melakukan perundingan lebih dahulu dengan serikat pekerja atau
pekerja vang bersangkutan dalam hal pekerja tersebut tidak menjadi anggota dan
serikat pekerja. Apabila perundingan mencapai kata sepakat, dibuatlah suatu
kesepakatan bersama/persetujuan bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
Pengusaha kemudian harus mengajukan permohonan izin melakukan PHK kepada
PAD/P4P melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan
risalah perundingan dan kesepakatan bersama/persetujuan bersama;

2. Apabila tidak dicapai persetujuan, maka salah satu atau kedua pihak yang
berunding dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja
setempat untuk diperantarai dalam perundingan oleh seorang pegawai perantara.
Pegawai perantara yang bertugas tersebut, harus mengupayakan tercapainya kata
sepakat di antara para pihak apabila tercapai kata sepakat, dibuatlah suatu
kesepakatan bersama/persetujuan bersama yang ditandatangam oleh pengusaha.
pekerja dan pegawai perantara. Iasil perundingan itu kemudian disampaikan kepada
PAD/PAP melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Apabila kesepakatan
tidak tercapai, maka pegawai perantara harus menyerahkan berkas perkara dan Berita

Acara Perantaraan kepada PAD/PAP. Perundingan yang berhasil atau yang tidak
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berhasil diselesaikan, tetap harus disampaikan kepada PAD/P4P untuk diproses dalam
persidangan.  PAD/P4P harus menyelesaikan setiap perkara yang ada dalam waktu
paling lama 6 (enam ) bulan.

Sebagai akibat dan PHK yang bersifai melanggar hukum, maka para
Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Ganti rugi tersebut meliputi
ganti rugi atas kerugian kekayaan/ vang dan atas kerugian moril. Hakim berwenang
untuk menentukan berapakah nilai ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Para
Penggugat, menurut kepantasan dan kewajaran (ex aequo et bono).

2. Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dengan
Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ini adalah - Pengadilan Negen
Malang menyatakan bahwa kasus PHK tersebut adalah perselisthan perburuhan
sehingga yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikannnya adalah Panitia
Penyelesaian perselisihan Perburuhan (P4) dan bukan pengadilan Negeri. Sedangkan
Mahkamah Agung berpendapat bahwa kasus PHK yang dilakukan secara sepihak
tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan
mengenai PHK  adalah perbuatan melanggar hukum dan bukan perselisihan
perburuhan. Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
telah keliru menafsirkan dalil gugatan dan menganggap kasus ini sebagai perselisihan
perburuhan, padahal dalil gugatan adalah perbuatan melanggar hukum. Karena kasus
mi adalah perbuatan melanggar hukum, maka yang memiliki kewenangan untuk
mengadili adalah peradilan umun dan bukan Panitia Penvelesaian Perburuhan.
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4.2 Saran

1. Hakim selaku penegak hukum yang bertugas untuk menemukan kebenaran dan
menegakkan keadilan, seharusnya bekerja dengan sangat teliti dan sistematis
dalam memeriksa suatu perkara. Seperti halnya dalam menangam kasus PHK
secara sepihak ini. Apabila hakim (dalam hal ini bakim Pengadilan Negeri Malang
dan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya) mau secara cermat meneliti berbagai
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perselisihan perburuhan dan
PHK, akan dapat segera ditemukan pemecahan yang memiliki dasar pertimbangan
hukum yang kuat atas perkara ini, yang bahkan mungkin ‘menutup’ kemungkinan
untuk kasasi, karena pertimbangan yang sudah tepat dan benar. keuntungannya,
perkara ini tidak akan berlarui-larut dan maemakan waktu lama dalam
penyelesaiannya. Wajiblah bila hakim terus-menerus meningkatkan keahliannya
dalam menangani setiap perkara, sehingga keadilan yang diharapkan oleh para pencari
keadilan, dapat segera terwujud tanpa harus menunggu cukup lama.

3. Apabila masalah hubungan kerja memang hendak diserahkan sepenuhnya kepada
Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat, maka sebaiknya dibuat
peraturan perundangundangan yang memberikan kewenangan secara lengkap
kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan perburuhan untuk menyelesaikan
setiap kasus di bidang hubungan kerja -apapun macam kasus itu- , agar lidak
terjadh kebingungan mengenai badan peradilan manakah yang sebenamya berwenang

menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan bagian dari bidang hubungan kerja.
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